LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Un-
dang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer-
ah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor §
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Un-
dang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancan-
gan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Penda-
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Mengingat :

patan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan keda-
lam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Ang-
garan yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah
dengan DPRD, dengan Nomor 1/KSP/1/2007 dan Nomor 1/K/
DPRD/2007 pada tanggal 15 Januari 2007 tentang Perubahan
Kebijakan Umum APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007
dan Nota Kesepakatan Nomor 2/KSP/1/2007 dan Nomor 2/K/
DPRD/2007 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Ang-
garan 2007;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Ne-
gara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 1819);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) Jo. Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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4,

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-

garaan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pem-
bangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-
gara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusu-
nan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah den-
gan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Ta-
hun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba-
ran Negara Nomor 4438);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Ba-
han Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudu-
kan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lem-
baran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No-
mor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); dan sebagaimana te-
lah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 4659);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
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49, tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per-
imbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem In-
formasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No-
mor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ke-
pada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 4577);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614),

24 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2006
tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabu-

paten/Kota Tahun Anggaran 2007;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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